
 

                                                          

BUPATI TANGERANG 

PROVINSI BANTEN 
 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 
NOMOR  21  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI 
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANGERANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian  

Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 
Anggaran 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5.Undang-Undang... 

 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang    Nomor  
23   Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2207 Nomor 83, tambahan 
lembaran Negara  Republik Indonesia Nomomr 4738 );   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 
pemberian Tunjangan hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan,  

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK05/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 
Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota 
Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 

Pensiun dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tangerang Nomor 16 Tahun 2018); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG. 
 
 

Pasal 1... 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tangerang. 

7. Perangkat Daerah  yang selanjutnya di singkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

8. Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 

11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

 
Pasal 2 

 
Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
Kabupaten Tangerang. 

 
Pasal 3 

 
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan sebelum Hari 

Raya dengan komposisi sebagai berikut:  
a. untuk Kelas Jabatan  8 sampai 15 pada Jabatan 

Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu 

diberikan sebesar 75% dari penghasilan 1 (satu) bulan 
sebelum hari Raya; 

b. untuk  Kelas jabatan 1 sampai dengan 7 pada Jabatan 
Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu 
diberikan sebesar 100% dari penghasilan bulan pada 1 

(satu) bulan  sebelum hari Raya; 
c.untuk... 



c. untuk Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas 
Pendidikan dan Sekolah diberikan sebesar 100% dari 

penghasilan bulan pada 1 (satu) bulan sebelum hari Raya. 
 
(2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal 4 

 
Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada Pasal 2 dibayarkan 

paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 
 

Pasal 5 

 
Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal  6 
 

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

Pasal 7 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Tangerang. 
 

Ditetapkan di Tigaraksa 

pada tanggal 17 Mei 2019 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Diundangkan di Tigaraksa 
pada tanggal 17 Mei 2019 
 

      SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANGERANG, 

 

Ttd 
 

 
MOCH. MAESYAL RASYID 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR  21 
 

BUPATI TANGERANG, 
 

 
Ttd 

 

 
A. ZAKI ISKANDAR 


